PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN

CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 000.3/2604 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KESATU PADA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
000.3/128 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TENGAH

. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden

Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

. bahwa untuk efisiensi dan kelancaran kegiatan pekerjaan

guna memperoleh hasil kerja yang optimal agar berdaya
guna dan berhasil guna perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah..

. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia;

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur.....




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah;

7. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
000/426/2025 Tanggal 16 Mei 2025 hal Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Pejabat Pengadaan TA
2025.

MEMUTUSKAN

Menunjuk nama-nama Aparatur Sipil Negara tersebut dalam
daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
yang dibiayai dari Dana APBD Tahun Anggaran 2025.

Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut
pada diktum KESATU adalah :

1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari Biro Administrasi
Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan sebagai Pejabat
Pengadaan pada OPD melaksanakan persiapan dan
pelaksanaan pengadaan melalui penyedia:

a. Metode purchasing/ penunjukan  langsung/
pengadaan langsung / pengadaan yang dikecualikan
untuk jenis Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Jasa
Konsultasi yang bernilai lebih dari Rp100.000 .000.00
(seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

b. Metode pengadaan langsung untuk jenis Pekerjaan
Konstruksi yang bernilai lebih dari Rp200.000.000
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

2. Pejabat Pengadaan dari OPD melaksanakan persiapan
dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia :

a. Metode  purchasing/ penunjukan  langsung/
pengadaan langsung / pengadaan yang dikecualikan
untuk jenis Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Jasa
Konsultasi yang bernilai sampai dengan Rp100.000
.000.00 (seratus juta rupiah);

b. Metode pengadaan langsung untuk jenis Pekerjaan
Konstruksi yang bernilai sampai dengan
Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan metode pemilihan
Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling
sedikit di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah),
Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender “WAJIB”
menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik
dengan fitur transaksional.

KEEMPAT.....




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

SALINAN :

Dalam melaksanakan  tugas, Pejabat  Pengadaan
Barang/Jasa tersebut dalam diktum PERTAMA dan KEDUA
berpedoman pada peraturan—-peraturan dan ketentuan yang
berlaku serta bertanggungjawab kepada Kepala
SKPD /Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna
Barang/melalui Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila
mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya maka akan  dilakukan  pembetulan
sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Semarang

UMUM BINA MARGA
SI1 JAWA TENGAH

1. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng ;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 000.3/2604 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KESATU PADA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 000.3/128 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO NAMA/NIP JABATAN
1 2 3
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
1. | Drs. GUSTIN SAMIADJI, MM : | Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
NIP. 19670804 199103 1 006 Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah

2. | AGUS HARJANTO, SH Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

NIP. 19730826 200812 1 001

Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah

Pejabat Pengadaan dari OPD

3. | ARl MAWARDI, S.Kom Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
NIP. 19860105 201012 1 005 Pemerintah Kesekretariatan
4. | PRAWINDARI KUSUMASTUTI, ST, MT Pejabat Pengadaan Barang [/ Jasa
NIP. 19760909 200911 2 001 Pemerintah Bidang Rancang Bangun dan
Pengawasan
5. | ROOSIANA, ST, MA Pejabat Pengadaan Barang [/ Jasa
NIP. 19720314 199703 2 003 Pemerintah Bidang Pelaksana Jalan Wilayah
Timur
6. | PRISTIWA SUGIHARTI, S.T Pejabat Pengadaan Barang [/ Jasa
NIP. 19861123 201902 2 005 Pemerintah Bidang Pelaksana Jalan Wilayah
Barat
7. | AAN VIDIANA, ST, M.T. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
NIP. 19800905 200502 2 006 Pemerintah Bidang SPPBG
8. | HERNA FATMAWATI, ST Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
NIP. 19700304 199208 2 001 Pemerintah BPJ Wilayah Semarang
9. | ROSYADI ATHHAR, S.T. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
NIP. 19930430 201902 1 002 Pemerintah BPJ Wilayah Pekalongan
10. | AGUNG SETYO NUGROHO, ST Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
NIP. 19901110 201902 1 006 Pemerintah BPJ Wilayah Tegal
11. | AMAR MA'RRUF, S.T Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
NIP. 19930702 202203 1 004 Pemerintah BPJ Wilayah Cilacap
12. | DEBBY AYU ISNANA, ST Pejabat Pengadaan Barang [/ Jasa
NIP. 19831222 201502 2 002 Pemerintah BPJ Wilayah Wonosobo
13. | AMIR, ST Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
NIP. 19680531 199208 1 001 Pemerintah BPJ Wilayah Magelang
14. | DEWI PALUPI, A.Md Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
NIP. 19920420 201402 2 003 Pemerintah BPJ Wilayah Surakarta
15. | M. KHOLID MAWARDI, ST Pejabat

NIP. 19850427 201001 1 015

Pengadaan Barang /[ Jasa
Pemerintah BPJ Wilayah Purwodadi




NO NAMA/NIP JABATAN
1 2 3
16. | FENY UMAYAH, ST Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
NIP. 19860216 201001 2 021 Pemerintah BPJ Wilayah Pati
17. | ARYANTO NOOR HIDAYAT, ST, MM Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
NIP. 19780810 200801 1 023 Pemerintah Balai Pengujian & Peralatan
18. | AAN VIDIANA, ST, M.T. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

NIP. 19800905 200502 2 006

Pemerintah Balai Jasa Konstruksi
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